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Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya yaitu tanda untuk 
mengidentifikasikan asal mula suatu barang atau jasa (an indication of origin) dari 
suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek adalah tanda 
berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan atau kombinasi dari 
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang dan jasa. Pada masa sekarang merek dianggap sangat penting 
dalam memulai perdagangan, ditambah dengan adanya teknologi yang modern 
untuk perdagangan industri maka semakin ketat pula suatu persaingan ekonomi 
yang dihadapi oleh para pedagang baik secara nasional maupun internasional. 
Bagi pihak produsen produk adalah benda mati yang memberikan nyawa atau roh 
dari suatu produk yaitu merek, sehingga dapat dikatakan hidup atau matinya suatu 
produk ditentukan oleh merek. Pada dasarnya sebuah merek seperti (cap, simbol, 
lambang) perlu memiliki persyaratan untuk didaftarkan karena hak atas merek 
adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik 
merek untuk menggunakan merek tersebut supaya konsumen merasakan kualitas 
dan keamanan yang terjamin, maka dari itu merek perlu didaftarkan ke Direktorat 
Jendral Hak Kekayaan Intelektual. 
 
Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, pendaftaran merek 
Abstract 
Brand as Intellectual Property Rights is basically a sign to identify the origin of a 
good or service (an indication of origin) from a company with the goods or 
services of another company. A mark is a sign in the form of pictures, names, 
words, letters, numbers, compositions or combinations of these elements which 
have distinguishing features and are used in the activities of trading in goods and 
services. At present, brands are considered very important in starting trade, 
coupled with the existence of modern technology for industrial trade, the 
economic competition faced by traders both nationally and internationally is 
getting tougher. For the producer, a product is an inanimate object that gives the 
life or spirit of a product, namely a brand, so that it can be said that the life or 
death of a product is determined by the brand. Basically a brand such as (stamp, 
symbol, symbol) needs to have requirements to be registered because the right to a 
mark is a special right granted by the government or the state to the brand owner 
to use the brand so that consumers feel guaranteed quality and safety, therefore 
the brand need to be registered with the Directorate General of Intellectual 
Property Rights.  
 






Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya yaitu tanda untuk 
mengidentifikasikan asal mula suatu barang atau jasa (an indication of origin) dari 
suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain (Jened, 2015). Merek 
adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan atau 
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 
dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (Pelupessy, 2017).  
Pada masa sekarang merek dianggap sangat penting dalam memulai 
perdagangan, ditambah dengan adanya teknologi yang modern untuk perdagangan 
industri maka semakin ketat pula suatu persaingan ekonomi yang dihadapi oleh 
para pedagang baik secara nasional maupun internasional (Gultom, 2018). Bagi 
pihak produsen produk adalah benda mati yang memberikan nyawa atau roh dari 
suatu produk yaitu merek, sehingga dapat dikatakan hidup atau matinya suatu 
produk ditentukan oleh merek. 
Sejauh ini fungsi merek tidak hanya sekedar digunakan untuk 
membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan berfungsi sebagai 
aset perusahaan yang tidak ternilai khususnya untuk merek-merek yang 
berperingkat terkenal (well-known marks) (Sadikin, 2004). Merek dirasa sangat 
penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering 
mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi produk dengan merek tertentu.  
Pada dasarnya sebuah merek seperti (cap, simbol, lambang) perlu 
memiliki persyaratan untuk didaftarkan karena hak atas merek adalah hak khusus 
yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk 
menggunakan merek tersebut supaya konsumen merasakan kualitas dan keamanan 
yang terjamin, maka dari itu merek perlu didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak 
Kekayaan Intelektual (Margono, 2011). 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana 
perlindungan merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten 
Magetan? Bagaimana proses pendaftaran merek terhadap kerajian kulit di Desa 
Mojopurno Kabupaten Magetan? Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan 
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Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis 
empiris. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian 
deskriptif. Lokasi penelitian dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis 
yaitu bertempat di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan. Penulis disini 
menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan 
studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis 
dilakukan melalui pendekatan kualitatif.   
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan 
Kabupaten Magetan dikenal dengan masyarakatnya yang terampil dalam 
pembuatan kerajinan kulit, kerajinan kulit sendiri sekarang sudah termasuk 
sebagai ikonik dari Kabupaten Magetan. Industri rumahan atau home industry 
merupakan sebutan yang paling cocok untuk pengrajin kulit di Kabupaten 
Magetan dimana setiap pengrajin masih menggunakan sistem hand made dalam 
membuat suatu produk kerajinan kulitnya.  
Seperti yang telah dikatakan Bapak Sucipto S.H, M.Hum selaku Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bahwasannya beliau 
menegaskan pihaknya untuk melakukan upaya sosialisasi kepada para pengrajin 
kulit di Kabupaten Magetan bahwa proses pendaftaran merek tidak dipungut biaya 
serta akan dipermudahkan jika semua prosedur pendaftaran merek sudah dipenuhi 
sesuai semestinya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Magetan berharap 
kepada pengrajin kulit yang telah memberikan merek terhadap produk 
kerajinannya untuk segera mendaftarkannya agar mempunyai perlindungan 
hukum yang kuat. 
Menurut Edi Purnomo selaku Ketua Forum Paguyuban Pengrajin Kulit di 
Kabupaten Magetan, bahwa merek kerajinan kulit yang berada di Kabupaten 
Magetan hampir 80% sudah di daftarkan. Beliau juga sangat mendukung program 
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sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Magetan dengan adanya perlindungan 
merek dikarenakan mendengar kalau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan 
berjalan di Asia. Maka dari itu dengan adanya kesadaran masyarakat mengenai 
pendaftaran merek, beliau tidak khawatir lagi akan adanya peniruan merek dari 
pihak lain dikarenakan merek yang digunakan pengrajin sudah di daftarkan dan 
sudah bebas menjualnya di berbagai wilayah Indonesia.  
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi segala bentuk 
kegiatan yang berkaitan dengan hukum, melalui peraturan Undang-Undang dan 
dipaksa pelaksanaannya dengan adanya sanksi. Dalam pendaftaran merek, 
terdapat dua sistem yaitu: Sistem Deklaratif (First To Use), sistem ini mempunyai 
prinsip yaitu dengan pemilik pertama yang menggunakan merek, dialah yang 
dianggap berhak menurut hukum atas merek yang digunakannya.  
Sistem Konstitustif (First To File), sistem ini mengartikan bahwa 
pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu 
mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek yang akan 
digunakannya.  
Masyarakat masih banyak yang beranggapan jika mereka mendaftarkan 
merek, akan dikenakan pajak setiap bulannya. Pendaftaran merek sendiri 
sebenarnya tidak dikenakan biaya, tetapi setiap pengrajin kulit hanya dikenakan 
biaya saat melalukan perpanjang masa berlakunya merek tersebut. 
Disini penulis menyimpulkan bahwasannya peraturan yang di buat oleh 
Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
telah sesuai dengan semestinya. Pemerintah Kabupaten Magetan juga 
memberikan program berupa sosialisasi dan fasilitasi untuk pengrajin yang 
hendak mendaftarkan mereknya. Namun demikian, ternyata masih saja ada yang 
belum mendaftarkan merek mereka padahal sudah diberikan kemudahan dan 
sudah diberikan gambaran alur dari proses pendaftaran merek tersebut. 
3.2. Proses Pendaftaran Merek Terhadap Kerajinan Kulit di Desa 
Mojopurno Kabupaten Magetan 
Merek mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan yang dapat 
memberikan nilai tersendiri bagi suatu produk yang di hasilkan, oleh karena itu 
perlu adanya upaya perlindungan hukum berupa pendaftaran merek sebagai 
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jaminan hukum bagi konsumen, pengrajin, dan pengusaha dalam menjaga reputasi 
produknya di dunia perdagangan Indonesia. 
Menurut Bapak Sucipto S.H, M.Hum selaku Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan (Disperindag), beliau mengatakan bahwasannya proses 
pendaftaran merek pada pengrajin kulit di Kabupaten Magetan ini telah sesuai 
dengan Pasal 4 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun, 
ada program fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Magetan dimana untuk 
memberikan kemudahan untuk para pengrajin kulit dalam pendaftaran merek 
dengan cara membuat surat pernyataan dan pengajuan ke Dinas Provinsi yang 
kemudian akan diajukan ke Kementrian.  
Prosedur pendaftaran merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diantaranya sebagai 
berikut: Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya 
kepada menteri secara elektronikal atau non-elektronikal dalam bahasa Indonesia. 
Dalam permohonan, pemohon atau kuasanya harus mencantumkan: Tanggal, 
bulan, dan tahun permohonan; Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat 
pemohon; Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui 
kuasa; Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur 
warna; Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal 
permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan Kelas barang dan/atau jasa serta 
uraian jenis barang dan/atau jasa. 
Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya serta melampirkan 
label merek berupa bentuk karakteristik dari merek tersebut dan bukti pembayaran 
biaya yang telah ditentukan sesuai perkelas barang dan/atau jasa. Dalam hal 
permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama 
berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih 
salah satu alamat sebagai alamat pemohon serta melampirkan persetujuan tertulis 
dari para pemohon yang mewakilkan. Seorang pemohon yang warga negara asing 
dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui 
kuasa. Permohonan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa dapat 
diajukan dalam satu permohonan dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa 
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yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya sesuai Peraturan 
Menteri. 
Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang 
diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasa serta 
wajib menyatakan alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. 
Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti 
penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan Hak 
Prioritas tersebut, bukti harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 
Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan 
pendaftaran merek. Jika terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, dalam 
jangka 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon 
diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman suart 
pemberitahuan untuk memenuhi persyaratan 
Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan belum terpenuhi karena 
adanya bancana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, 
pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai 
perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan. Dalam hal 
kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, 
maka menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya 
bahwa permohonan dianggap ditarik kembali 
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum (formulir 
pendaftaran diisi lengkap, label merek, bukti pembayaran) diberikan tanggal 
penerimaan.  Menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek yang 
berlangsung selama 2 (dua) bulan dan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan 
Pengumumman dilakukan dengan mencantumkan: Nama dan alamat 
pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Kelas dan 
jenis barang dan/atau jasa. Tanggal penerimaan. Nama negara dan tanggal 
penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan 
dengan menggunakan Hak Prioritas. Label merek, termasuk keterangan mengenai 
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warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf 
latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, disertai 
terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia 
Dalam jangka waktu pengumumman, setiap pihak dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan 
dengan dikenai biaya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak tanggal penerimaan keberatan  
Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti 
bahwa merek yang di daftarkan telah sesuai dengan Undang-Undang sehingga 
tidak dapat ditolak. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan 
terhadap keberatan secara tertulis dan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan 
terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh 
menteri. Selama belum diterbitkannya sertifikat merek atau surat penolakan dari 
menteri, permohonannya dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya 
dengan menggunakan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali. 
Merek tidak dapat diaftarkan jika: Bertentangan dengan ideologi negara, peratuan 
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; Sama 
dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang 
dimohonkan pendaftaraanya; Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat 
tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau 
jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman 
yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Memuat keterangan 
yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa 
yang diproduksi; Tidak memiliki daya pembeda; dan merupakan nama umum 
dan/atau lambang milik umum. 
Dengan adanya hasil penelitian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penulis disini memberikan 
pernyataan mengenai prosedur pendaftaran merek yang dilakukan oleh pengrajin 
kulit di Kabupaten Magetan dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-




3.3. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Terhadap 
Kerajinan Kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan 
Membuka atau menjalankan suatu usaha pasti akan menjumpai berbagai kendala 
atau hambatan, entah itu hambatan dalam menjualnya atau masih dalam proses 
produksinya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Mojopurno 
Kabupaten Magetan, dapat diketahui dari wawancara langsung kepada pengrajin 
kulit. 
Menurut Bapak Sucipto S.H, M.Hum selaku Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan (Disperindag) bahwasannya hambatan yang dirasakan yaitu 
sulitnya memberikan tempat untuk membantu mempromosikan produk yang telah 
dibuat oleh pengrajin melalui beberapa acara pameran, jikalau para pengrajin 
masih saja ada yang belum mendaftarkan mereknya.  
Menurut Edi Purnomo selaku Ketua Forum Paguyuban Kerajinan Kulit, 
mengatakan bahwa hambatan dari masyarakat dalam pendaftaran merek adalah 
bagaimana mendorong serta memberikan pengertian tentang pentingnya 
pendaftaran merek agar nantinya tidak ada peniruan merek yang mereka 
perdagangkan. Kurangnya bentuk program sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten 
Magetan mengenai inti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang 
mengatur tentang merek, sehingga masyarakat masih mengabaikan bagaimana 
pentingnya pendaftaran merek. 
Faktor penghambat dalam pendaftaran merek yang dialami pengrajin 
meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan suatu 
kendala yang timbul dari pihak pengusaha pengrajin kulit, berikut bentuk-bentuk 
hambatannya: Kurangnya pemahaman pengrajin kulit terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kurangnya 
kesadaran akan hukum, yang menyebabkan para pengrajin tidak mendaftarkan 
mereknya. Belum mengetahui apa dampak jika tidak mendaftarkan merek. 
Merasakan jika proses pendaftaran merek yang rumit dan memakan waktu yang 
lama. 
Faktor eksternal merupakan suatu hambatan yang berasal dari luar pihak 
pengrajin kulit, mengingat pengusaha kerajinan kulit di Kabupaten Magetan 
sebagian besar merupakan pengusaha kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM) 
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dikarenakan dari pemerintah sendiri dirasa masih kurang adanya sosialisasi serta 
keterbatasan pegawai dalam pendampingan para pengusaha pengrajin kulit untuk 
melakukan pendaftaran merek.   
Dari adanya hambatan tersebut, penulis memberikan bentuk upaya untuk 
mengatasi faktor hambatan yang dialami pengrajin kulit di Kabupaten Magetan 
dengan cara: Menyelenggarakan sosialisasi kepada pengrajin kulit mengenai hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 
Mengadakan praktek proses pendaftaran merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016. Memberikan sosialisasi tentang bagaimana mempunyai pola pikir 
untuk sadar akan adanya hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Magetan 
memberikan pelayanan untuk mendampingi serta mengarahkan pengrajin yang 
hendak mendaftarkan merek secara berkala. Pemerintah Kabupaten Magetan 
menambah Tenaga Penyuluh Lapangan, agar kegiatan pengrajin terkontrol dan 
tidak melanggar aturan yang berlaku. 
Dengan melakukan upaya pembenahan tersebut, kemungkinan besar para 
pengrajin akan lebih memahami akan adanya perlindungan hukum merek serta 
tidak mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran merek. Selain itu, 
pengrajin juga tidak akan khawatir akan adanya peniruan merek yang dilakukan 
oleh pihak lain.  
 
4. PENUTUP 
4.1. Kesimpulan  
Untuk memperoleh perlindungan hukum merek, pengrajin kulit di Desa 
Mojopurno Kabupaten Magetan harus mendaftarkan mereknya sesuai dengan 
ketentuan dari Pasal 1 Ayat 5, Pasal 3, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 Tentang Merek. Hal tersebut sudah dilakukan hampir 80% dari 
pengrajin kulit yang ada di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan untuk 
mendaftarkan mereknya dengan program fasilitasi dan sosialisasi serta 
pendampingan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.  
Sedangkan pengrajin yang belum mendaftarkan mereknya, masih belum 
memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan merek pada produk 
yang akan diperdagangkannya. Selain itu, kurangnya pemahaman dari pengrajin 
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kulit yang menganggap bahwasannya jika mendaftarkan merek akan dikenai biaya 
serta dikenakan pajak.  Padahal dalam melakukan pendaftaran merek, tidak 
dipungut biaya apapun kecuali biaya untuk memperpanjang pendaftaran merek itu 
sendiri.  
Merek mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan yang dapat 
memberikan nilai tersendiri bagi suatu produk yang di hasilkan, oleh karena itu 
perlu adanya upaya perlindungan hukum berupa pendaftaran merek sebagai 
jaminan hukum bagi konsumen, pengrajin, dan pengusaha dalam menjaga reputasi 
produknya di dunia perdagangan Indonesia.  
Pengrajin kulit di Kabupaten Magetan dalam melakukan pendaftaran 
merek sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pengrajin 
kulit juga dimudahkan dengan adanya program fasilitasi dari Pemerintah 
Kabupaten Magetan yang memberikan keringan kepada pengrajin untuk 
melakukan pendaftaran merek dengan mudah.  
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Mojopurno 
Kabupaten Magetan, dapat diketahui bahwasannya hambatan yang dirasakan oleh 
setiap pengrajin kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan sebagian besar 
sama, yaitu kurangnya kesadaran akan hukum tentang pentingnya mendaftarkan 
merek supaya nantinya mendapatkan perlindungan hukum yang pasti serta 
meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran merek. 
Faktor Internal merupakan suatu kendala yang timbul dari pihak 
pengusaha pengrajin kulit, berikut bentuk-bentuk hambatannya: Kurangnya 
pemahaman pengrajin kulit terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Kurangnya kesadaran akan hukum, yang 
menyebabkan para pengrajin tidak mendaftarkan mereknya; Belum mengetahui 
apa dampak jika tidak mendaftarkan merek; dan merasakan jika proses 
pendaftaran merek yang rumit dan memakan waktu yang lama. 
Faktor eksternal merupakan suatu hambatan yang berasal dari luar pihak 
pengrajin kulit, mengingat pengusaha kerajinan kulit di Kabupaten Magetan 
sebagian besar merupakan pengusaha kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM) 
dikarenakan dari pemerintah sendiri dirasa masih kurang adanya sosialisasi serta 
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keterbatasan pegawai dalam pendampingan para pengusaha pengrajin kulit untuk 
melakukan pendaftaran merek.   
4.2.Saran  
Kementerian Perindustrian perlu menambah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), 
untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya mendaftarkan merek. Selain 
itu juga untuk mendata pengrajin yang sudah mendaftarkan merek maupun yang 
belum mendaftarkan mereknya.   
Pemerintah Kabupaten Magetan seharusnya lebih giat dalam memberikan 
program sosialisasi mengenai Pendaftaran Merek secara meluas dan secara 
bertahap. Supaya nantinya pengrajin dapat memahami dan sadar akan pentingnya 
melakukan pendaftaran merek atas produk yang mereka perdagangkan.  
Para pengrajin Kulit di Kabupaten Magetan khususnya di Desa 
Mojopurno, perlu mengubah pola pemikirannya mengenai pendaftaran merek 
yang pada dasarnya tidak adanya pemungutan biaya apapun. Serta pengrajin yang 
sudah melakukan pendaftaran merek diminta agar memberikan suatu pandangan 
kepada pengrajin yang belum mendaftarkan merek, supaya dirangkul dan turut 
membantu untuk mendaftarkan merek.   
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